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Abstrak: Konsistensi putusan hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama 

merupakan isu yang sering menjadi perhatian, khususnya dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo 

dalam menerapkan KHI serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif teori konstruksi sosial. 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan analisis dokumen 

putusan hakim, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

variasi dalam penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, 

budaya, dan pemahaman individu para hakim. Faktor eksternal seperti tekanan sosial, harapan masyarakat, 

dan nilai-nilai lokal turut memengaruhi konstruksi sosial hakim dalam menafsirkan hukum. Dalam konteks 

ini, konsistensi putusan tidak semata-mata dilihat sebagai aspek hukum normatif, tetapi juga sebagai hasil dari 

interaksi dinamis antara hakim dengan lingkungan sosialnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun 

KHI dirancang untuk memberikan pedoman yang seragam, penerapannya tetap dipengaruhi oleh berbagai 

faktor sosial yang membentuk perspektif hakim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan bagi hakim 

dan penguatan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa putusan mencerminkan prinsip keadilan dan 

kepastian hukum tanpa mengabaikan sensitivitas sosial budaya setempat. 

Kata Kunci: Konsistensi Putusan, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Konstruksi Sosial, 

Probolinggo. 

 

Abstract: The consistency of judicial decisions in applying the Compilation of Islamic Law (KHI) in Religious 

Courts is an issue that often attracts attention, particularly from the perspectives of justice and legal certainty. 

This study aims to analyze the consistency of judicial decisions in the Probolinggo Religious Court in 

applying the KHI and to examine this phenomenon through the perspective of social construction theory. The 

research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing the analysis of judicial decision 

documents, in-depth interviews, and field observations. The findings reveal that there is variation in the 

application of the KHI in the Probolinggo Religious Court, influenced by the social, cultural, and individual 

understanding of the judges. External factors such as social pressures, community expectations, and local 

values also play a role in shaping the social construction of judges in interpreting the law. In this context, 

consistency in decisions is not merely seen as a normative legal aspect but also as a result of dynamic 

interactions between judges and their social environment. This study concludes that although the KHI is 

designed to provide uniform guidelines, its implementation is still influenced by various social factors that 

shape the judges' perspectives. Therefore, it is necessary to enhance judges' training and strengthen 

supervisory systems to ensure that decisions reflect the principles of justice and legal certainty while 

respecting local socio-cultural sensitivities. 

Keywords: Decision Consistency, Compilation Of Islamic Law, Religious Courts, Social Construction, 

Probolinggo. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, hukum tertulis menjadi 

fondasi utama dalam sistem legislasi di Indonesia. Di samping itu, terdapat pula hukum tidak tertulis 

yang turut memengaruhi praktik hukum. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon, di 

mana preseden yang berasal dari putusan hakim atas kasus tertentu menjadi pilar 

utama.\n\nPentingnya peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari berbagai penyebutannya 

dalam konstitusi Indonesia.Jenis-jenis peraturan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah telah secara eksplisit 

disebutkan dalam UUD 1945 dan juga konstitusi-konstitusi berikutnya, Dalam perkembangannya, 

penyebutan dan pengaturan jenis-jenis peraturan perundang-undangan diatur lebih rinci melalui 

regulasi di bawah UUD 1945, seperti ketetapan MPR, MPRS, atau undang-undang tertentu. Penataan 

ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pengelolaan yang lebih sistematis terhadap berbagai 

produk legislasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Namun, pengaturan mengenai jenis dan 

bentuk peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mampu secara menyeluruh 

mengakomodasi kebutuhan praktik hukum di lapangan. 

Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari 

lingkungan peradilan yang diakui keberadaannya dan memiliki kedudukan setara dengan peradilan 

lain. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis, pengaturan lebih lanjut mengenai Peradilan Agama 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini 

kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang selanjutnya direvisi kembali 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.\n\nSebagai peradilan khusus, Peradilan Agama 

hanya menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu, 

yaitu mereka yang beragama Islam. Termasuk di dalamnya adalah individu atau badan hukum yang 

secara sukarela tunduk pada hukum Islam dalam hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, cakupan kewenangan 

Peradilan Agama meliputi beberapa bidang, yaitu: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. 

wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah, dan i. ekonomi syariah 

Sistem peradilan di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan 

dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) menjadi pedoman utama yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama, termasuk di 

Pengadilan Agama Probolinggo. KHI mengatur berbagai aspek hukum keluarga, seperti pernikahan, 

perceraian, dan warisan, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan budaya lokal. 

Namun, meskipun KHI telah menjadi acuan yang bersifat nasional, pelaksanaannya di berbagai 

pengadilan agama sering kali menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran dan penerapan. Hal 

ini menciptakan fenomena inkonsistensi putusan hakim, yang dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi para pencari keadilan. Dalam konteks ini, perspektif konstruksi sosial menjadi penting 

untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut. Pendekatan ini menyoroti 

bagaimana nilai, norma, dan interpretasi sosial membentuk pemahaman dan implementasi hukum 

oleh hakim. 

Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu institusi peradilan agama di Indonesia 

menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi putusan hakim. Kota Probolinggo memiliki 

keragaman sosial dan budaya yang khas, yang turut memengaruhi cara hakim memahami dan 

menerapkan KHI. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, serta nilai-nilai sosial 

di lingkungan sekitar menjadi variabel penting yang membentuk pola pikir hakim dalam membuat 

keputusan. 

Selain itu, konsistensi dalam penerapan KHI menjadi isu yang sangat krusial karena berkaitan 
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langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Jika putusan hakim dianggap 

tidak konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dapat menurun. Hal ini 

juga dapat berdampak pada stabilitas sosial, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan 

kepentingan keluarga dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh 

bagaimana konsistensi ini dapat dicapai, tanpa mengesampingkan faktor-faktor sosial dan budaya 

yang beragam. 

Dalam praktiknya, para hakim sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks, seperti 

adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, keterbatasan waktu, dan perbedaan pandangan antar hakim. 

Hal ini semakin memperumit upaya untuk menjaga konsistensi dalam putusan. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan pelatihan bagi hakim, penguatan 

pengawasan internal, dan penyusunan pedoman yang lebih rinci untuk mengurangi potensi 

perbedaan penafsiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi putusan hakim di Pengadilan Agama 

Probolinggo dalam penerapan KHI dari perspektif konstruksi sosial. Kajian ini akan mengungkap 

bagaimana aspek-aspek sosial dan budaya lokal memengaruhi pemahaman hakim terhadap KHI, 

serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap inkonsistensi atau konsistensi dalam putusan 

mereka. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena 

sosial yang terjadi, khususnya mengenai konsistensi putusan hakim dalam menerapkan Kompilasi 

Hukum Keluarga Islam (KHI) di Pengadilan Agama Probolinggo. Pendekatan ini fokus pada analisis 

mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan pemahaman hakim serta pihak-pihak terkait 

tentang penerapan KHI dalam praktik peradilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Studi ini akan meneliti secara spesifik tentang penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) 

dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Fokus utama penelitian ini adalah untuk 

menganalisis bagaimana hakim di Pengadilan Agama Probolinggo menerapkan Kompilasi Hukum 

Keluarga Islam dalam kasus-kasus yang mereka tangani dan apakah terdapat konsistensi dalam 

penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana konstruksi sosial memengaruhi 

keputusan yang diambil oleh hakim dalam konteks sosial, budaya, dan agama di Probolinggo. 

Penelitian ini menggunakan perspektif Konstruksi Sosial, yang melihat bahwa realitas sosial tidak 

bersifat objektif, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, konstruksi sosial 

mengacu pada bagaimana hakim membentuk dan menginterpretasikan KHI dalam konteks peraturan 

hukum serta norma sosial yang ada di masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Konsistensi Penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) oleh Hakim di Pengadilan 

Agama Probolinggo 
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) di 

Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan tingkat konsistensi yang bervariasi. Dalam beberapa 
kasus, hakim cenderung mengikuti pedoman yang ada dalam KHI secara ketat, mengacu pada aturan 
yang termuat dalam KHI untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum Islam. 
Namun, pada kasus-kasus tertentu, penerapan KHI terlihat lebih fleksibel, tergantung pada konteks 
sosial dan kultural masyarakat di Probolinggo. 

Konsistensi putusan ini tidak selalu tercermin dalam keputusan yang seragam pada kasus yang 
serupa. Beberapa faktor yang memengaruhi variasi ini antara lain: 
• Kondisi sosial masyarakat: Probolinggo memiliki keberagaman budaya dan tradisi lokal yang 

kerap mempengaruhi cara hakim memutuskan perkara, terutama dalam masalah perceraian dan 
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hak asuh anak. Dalam beberapa kasus, hakim lebih memilih pendekatan restoratif, mencoba 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan pendekatan kultural dan sosial yang lebih 
sesuai dengan nilai-nilai lokal. 

• Pemahaman hakim terhadap KHI: Beberapa hakim memiliki pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai KHI dan berusaha untuk menerapkan hukum tersebut secara lebih tegas, 
sementara yang lainnya cenderung lebih mengutamakan aspek pragmatis dengan memperhatikan 
kenyamanan sosial. 

2. Pengaruh Konstruksi Sosial terhadap Putusan Hakim 
Perspektif konstruksi sosial memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan 

oleh hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Konstruksi sosial mengacu pada bagaimana nilai-
nilai, norma, dan pandangan masyarakat setempat memengaruhi pemahaman hakim tentang KHI 
serta keputusan yang mereka ambil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
• Pandangan masyarakat terhadap hukum Islam: Masyarakat Probolinggo, yang mayoritas 

beragama Islam, memiliki pandangan yang cukup kuat terhadap penerapan hukum Islam dalam 
kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan norma-
norma sosial yang terkadang bertentangan dengan teks hukum yang ada. Hal ini menyebabkan 
hakim sering kali mempertimbangkan aspek sosial dalam putusan mereka, meskipun hal tersebut 
tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman KHI. 

• Faktor agama dan kepercayaan pribadi hakim: Pemahaman pribadi hakim terhadap hukum 
Islam, yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang agama dan pendidikan mereka, turut 
berperan dalam penerapan KHI. Dalam beberapa kasus, hakim dengan pemahaman yang lebih 
konservatif cenderung lebih ketat dalam menerapkan KHI, sementara hakim yang lebih moderat 
cenderung mengakomodasi nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. 

• Norma sosial lokal: Dalam beberapa keputusan, hakim cenderung mengikuti norma sosial yang 
berlaku di Probolinggo, yang sering kali lebih mengutamakan harmonisasi dalam keluarga 
daripada penerapan hukum yang ketat. Ini terlihat jelas pada kasus perceraian, di mana hakim 
kadang-kadang memutuskan dengan mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi, meskipun 
secara hukum, perceraian dapat diputuskan lebih cepat berdasarkan ketentuan KHI. 

3. Kendala dalam Menerapkan KHI Secara Konsisten 
Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan KHI secara 

konsisten di Pengadilan Agama Probolinggo adalah: 
• Ketidaksesuaian antara teori dan praktik: Meskipun KHI memiliki pedoman yang jelas, dalam 

praktiknya, banyak keputusan hakim yang lebih dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan budaya 
daripada penerapan hukum yang ketat. Hal ini dapat menciptakan ketidakkonsistenan antara satu 
putusan dengan putusan lainnya. 

• Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang KHI: Beberapa hakim, 
meskipun telah dilatih dalam hukum Islam, masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan 
mengimplementasikan KHI secara konsisten. Pelatihan lebih lanjut dalam penerapan hukum Islam 
yang kontekstual dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip KHI dapat 
meningkatkan konsistensi dalam putusan. 

4. Peran Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial di masyarakat Probolinggo sangat 

berperan dalam proses penerapan KHI. Normatif hukum yang terkandung dalam KHI sering kali 
dipengaruhi oleh: 
• Faktor budaya lokal: Masyarakat Probolinggo sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat dan 

budaya lokal, yang kerap kali menyentuh nilai-nilai kekeluargaan, adat istiadat, dan rasa saling 
menghormati dalam keputusan hakim. Hal ini memengaruhi cara hakim menyelesaikan perkara 
keluarga, terutama dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. 

• Norma gender: Konstruksi sosial mengenai gender juga turut berperan dalam keputusan hakim, 
terutama terkait dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Meski KHI 
memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan haknya, konstruksi sosial di masyarakat 
Probolinggo terkadang menghambat penerapan prinsip kesetaraan gender dalam putusan. 
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• Pengaruh kekuasaan sosial: Dalam beberapa kasus, faktor kekuasaan sosial, seperti pengaruh 
keluarga atau kelompok tertentu, dapat memengaruhi keputusan hakim, meskipun hal ini 
seringkali tidak terlihat secara langsung dalam putusan. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan 
dalam penerapan KHI, karena keputusan hakim terkadang dipengaruhi oleh tekanan sosial atau 
hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat 

Hasil Penelitian 
1. Konsistensi Putusan Hakim dalam Penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) di 

Pengadilan Agama Probolinggo 
Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan bahwa konsistensi 

putusan hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI) memiliki variasi yang 
cukup signifikan, meskipun KHI menyediakan pedoman hukum yang jelas. Konsistensi ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 
• Pemahaman Hakim terhadap KHI: Beberapa hakim memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai KHI dan berusaha untuk menerapkan hukum tersebut secara konsisten. 
Namun, hakim lain cenderung lebih memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat dalam 
mengambil keputusan. 

• Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya: Masyarakat Probolinggo yang memiliki norma-norma 
sosial dan adat yang kuat, terutama terkait dengan keluarga dan peran gender, turut memengaruhi 
putusan hakim. Dalam kasus-kasus seperti perceraian dan hak asuh anak, hakim sering kali 
mempertimbangkan norma sosial lokal untuk menjaga keharmonisan keluarga. 

• Tekanan Sosial dan Pengaruh Masyarakat: Masyarakat Probolinggo yang sangat dipengaruhi 
oleh nilai-nilai agama dan tradisi sosial sering kali memberikan tekanan kepada hakim untuk 
mempertahankan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Hal ini 
menyebabkan variasi dalam penerapan KHI, dengan beberapa keputusan berfokus pada solusi 
restoratif yang lebih mengutamakan kesatuan keluarga. 

2. Pengaruh Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KHI tidak terlepas dari pengaruh konstruksi 

sosial yang berkembang dalam masyarakat Probolinggo. Konstruksi sosial ini mencakup pandangan 
masyarakat terhadap nilai-nilai agama, norma-norma keluarga, dan pemahaman tentang peran laki-
laki dan perempuan dalam masyarakat. Faktor-faktor berikut ditemukan sebagai penyebab utama dari 
variasi penerapan KHI: 
• Norma Sosial dan Budaya: Pengadilan Agama Probolinggo sering kali menyesuaikan 

putusannya dengan norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Misalnya, dalam 
kasus perceraian, meskipun KHI mengatur secara tegas tentang alasan perceraian, hakim sering 
kali lebih mengutamakan solusi mediasi atau rekonsiliasi yang sesuai dengan nilai-nilai 
kekeluargaan lokal. 

• Pengaruh Pandangan Agama dan Gender: Pandangan masyarakat yang mengutamakan posisi 
laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam 
perceraian mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara hak asuh anak dan pembagian harta 
warisan. Konstruksi sosial ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan KHI, 
khususnya dalam hal hak-hak perempuan. 

3. Kendala dalam Penerapan KHI yang Konsisten 
Meskipun KHI diharapkan menjadi panduan yang jelas, kendala-kendala berikut memengaruhi 

konsistensi penerapannya di Pengadilan Agama Probolinggo: 
• Perbedaan Penafsiran: KHI, meskipun sudah mengatur dengan cukup jelas, masih mengandung 

beberapa pasal yang memerlukan interpretasi subjektif. Hakim dengan pemahaman yang berbeda 
sering kali menghasilkan putusan yang berbeda meskipun menghadapi kasus yang sama. 

• Faktor Eksternal: Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan juga 
mempengaruhi keputusan hakim, menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan KHI. 

• Kurangnya Sosialisasi KHI: Beberapa hakim mengungkapkan bahwa meskipun mereka sudah 
memahami dasar-dasar KHI, namun kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai penerapan 
hukum keluarga Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual menghambat konsistensi dalam 
penerapan KHI. 
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Hasil Pembahasan 
1. Variasi dalam Konsistensi Putusan Hakim 

Penerapan KHI di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan variabilitas dalam konsistensi 
putusan hakim. Terdapat kasus di mana hakim lebih mengutamakan penerapan pedoman yang 
terdapat dalam KHI secara ketat, tetapi terdapat pula kasus di mana hakim lebih memperhatikan 
aspek sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak hal, ini mencerminkan ketegangan 
antara hukum yang ditulis dalam KHI dan norma sosial lokal. 
• Ketegangan Antara KHI dan Budaya Lokal: Masyarakat Probolinggo memiliki budaya yang 

menekankan pentingnya kesatuan keluarga, yang kadang-kadang bertentangan dengan norma 
yang lebih tegas dalam KHI. Misalnya, dalam kasus perceraian, meskipun KHI mengizinkan 
perceraian dalam kondisi tertentu, hakim sering kali lebih memilih mediasi atau solusi yang tidak 
merusak keharmonisan keluarga. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan KHI, 
karena keputusan hakim lebih dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga hubungan sosial yang 
baik dalam masyarakat. 

• Pemahaman Hakim terhadap KHI: Pengetahuan hakim tentang KHI sangat mempengaruhi 
konsistensi keputusan yang mereka buat. Hakim yang lebih memahami aspek mendalam dari KHI 
cenderung lebih konsisten dalam putusan mereka, sedangkan hakim yang lebih mengutamakan 
pendekatan pragmatis terkadang lebih fleksibel dan menyesuaikan keputusan dengan situasi sosial 
yang ada. 

2. Pengaruh Konstruksi Sosial dalam Penerapan KHI 
Konstruksi sosial dalam masyarakat Probolinggo memainkan peran besar dalam membentuk 

keputusan hakim. Dalam banyak hal, norma sosial dan nilai budaya yang mengutamakan harmoni 
keluarga lebih memengaruhi keputusan hakim daripada penerapan hukum yang kaku. Penelitian 
menunjukkan beberapa contoh pengaruh konstruksi sosial ini: 
• Norma Gender: Dalam masyarakat yang lebih tradisional, terdapat pandangan yang 

mengutamakan posisi dominan laki-laki dalam keluarga. Hal ini memengaruhi keputusan hakim 
terkait dengan hak asuh anak, di mana dalam beberapa kasus, meskipun KHI memberikan hak 
asuh anak kepada ibu dalam beberapa situasi, hakim cenderung memberikan hak asuh kepada 
ayah. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum formal dan norma sosial yang 
berkembang. 

• Keterbukaan terhadap Pendekatan Mediasi: Masyarakat Probolinggo yang mengedepankan 
penyelesaian masalah secara damai dan harmonis sering kali mendorong hakim untuk 
menggunakan pendekatan mediasi dalam kasus-kasus perceraian dan hak asuh anak. Hal ini 
mengarah pada penyesuaian putusan dengan kebutuhan sosial, meskipun tidak selalu sesuai 
dengan ketentuan dalam KHI. 

3. Kendala dalam Penerapan KHI yang Konsisten 
Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 

• Interpretasi yang Berbeda: Meskipun KHI memiliki aturan yang jelas, tetapi interpretasi 
terhadap pasal-pasal tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada pemahaman hakim. Misalnya, 
dalam kasus yang melibatkan poligami, meskipun ada pedoman dalam KHI, penerapannya bisa 
bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi hakim. 

• Tekanan Sosial: Tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat sering kali memengaruhi 
keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus yang sangat sensitif, seperti perceraian atau hak 
asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KHI memberikan pedoman yang jelas, faktor 
konstruksi sosial tetap mempengaruhi penerapan keputusan hukum. 

• Pelatihan yang Tidak Merata: Kurangnya pelatihan yang merata mengenai penerapan KHI yang 
adaptif terhadap konteks sosial budaya mengakibatkan hakim kurang konsisten dalam mengambil 
keputusan. Selain itu, adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pemahaman agama antar 
hakim juga mempengaruhi cara mereka menerapkan KHI. 

4. Upaya untuk Meningkatkan Konsistensi Penerapan KHI 
Agar penerapan KHI lebih konsisten, perlu dilakukan beberapa langkah: 

• Peningkatan Pemahaman Hakim tentang KHI: Pemberian pelatihan lebih lanjut kepada hakim 
tentang prinsip-prinsip dasar KHI dan cara penerapannya yang lebih kontekstual akan membantu 
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meningkatkan konsistensi putusan. 
• Penekanan pada Pendekatan yang Berkeadilan: Hakim perlu didorong untuk lebih 

mengedepankan keadilan substansial, yang tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga 
pada konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. 

• Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Hukum: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk 

lebih memahami penerapan hukum keluarga Islam melalui sosialisasi yang lebih baik akan 

membantu menurunkan ketegangan antara norma sosial dan hukum yang berlaku banyak sekali 

kejadian yang di luar predeksi kita bahwa di daerah probolinggo masih banyak orang yang buta 

akan hukum maka dari itu perlu penyadaran dan edukasi yang di lakukan oleh pemerintah supaya 

buta akan hukum ini tidak terjadi. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan hal-hal berikut 

terkait konsistensi putusan Hakim dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan 
Agama Probolinggo dari perspektif konstruksi sosial: 
1. Kedudukan KHI dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo menunjukkan adanya 

variasi pandangan di antara Para Hakim. Sebagian Hakim memandang KHI sebagai dasar hukum 
utama yang wajib diterapkan untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Sebaliknya, sebagian 
lainnya menganggap KHI sebagai rujukan yang bersifat opsional atau sekadar bahan 
pertimbangan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dalam membuat putusan. Jika perkara 
kewarisan diatur dalam KHI, Hakim cenderung menggunakannya dalam putusan. Namun, ketika 
KHI tidak mengatur secara spesifik, Hakim menggunakan kebebasan ijtihad dengan merujuk pada 
sumber hukum lain yang relevan. 

2. Secara teori, KHI memenuhi sebagian besar kriteria kepastian hukum, yakni tiga dari empat 
kriteria. Kendati demikian, keterbatasan status yuridis KHI, yang tidak termasuk dalam peraturan 
perundang-undangan, menjadi faktor yang menghambat tercapainya kepastian hukum secara 
sempurna. Meskipun demikian, dari sudut pandang konstruksi sosial, para Hakim tetap 
menganggap KHI sebagai acuan yang memberikan kepastian hukum praktis dalam penyelesaian 
perkara kewarisan di Pengadilan Agama Probolinggo, meskipun landasan hukumnya dianggap 
belum sepenuhnya ideal 
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